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ABSTRAK :  - Bahwa dalam rangka perubahan perlakuan akuntansi dan mekanisme 
pelaksanaan pajak ditanggung pemerintah perlu mengubah beberapa 
ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 
tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak 
Ditanggung Pemerintah dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban 
atas Pajak Ditanggung Pemerintah. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 228/PMK.05/2010. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Ruang lingkup P-DTP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi  
Pendapatan P-DTP dan Belanja Subsidi P-DTP. Pendapatan P-DTP dan belanja 
subsidi P-DTP diakui pada saat diterbitkan SPM dan SP2D Pengesahan. 
Pertanggungjawaban P-DTP dilakukan melalui pelaporan terhadap seluruh 
transaksi P-DTP. Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b dibuat sesuai format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dibuat 
sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Ketentuan mengenai 
mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung 
Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai digunakan 
untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Desember 
2011. 

  - Lampiran halaman 1-10. 

 


